
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Basuki Rachmat No. 1 Gedung E Lt. II Kel. Naikolan

KUPANG   Kode Pos 85117

  KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :  KTKT.188.48/ 15 /Sek.Kepum/I/2023                                              

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  PADA

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola
secara maksimal;

b. bahwa  dalam  upaya  menindaklanjuti  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara
Timur  Nomor  91/KEP/HK/2019  tentang  Pengelola  Layanan  Informasi  dan
Dokumentasi  sesuai   Nomenklatur  pada  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa untuk merencanakan ,  mengorganisasikan kelancaran Informasi dan
Dokumentasi dengan cepat tepat, mudah dan wajar di Koperasi, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf  b  dan  huruf  c,   maka  perlu  menetapkan  keputusan  Kepala  Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : a.1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat  I  Bali,  Nusa Tenggara Barat  dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1958  Nomor  115,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

3. Undang –  Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  Undang –
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

5. Undang-Undang Nomor  25  Tahun 1992  tentang  Perkoperasian  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

6. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi
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Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4846; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437);  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
beserta Penjelasan Perpu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembar  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2011
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 5234)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  143
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah
diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2022  Nomor  238,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomro  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggra Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonsia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana  telah  diubah  denga  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  9   Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Nusa
Tenggara  Timur  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun
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2016   Nomor  009,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  2  Tahun  2021
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (Lembaran  Daerah   Provinsi  Nusa
Tenggara  Timur  Tahun  2021  Nomor  002,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Provinsi Nusa  Tenggara Timur Nomor 0117);

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembar Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor  10 Tahun 2019 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas
Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor  10);

18. Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  9  Tahun  2022  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas
Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 9);

19. Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  91/KEP/HK/2019
tentang  Pengelolaan  Layanan  Informasi  dan  Dokumentasi  Provinsi  Nusa
Tenggara Timur

20. Keputusan Gubernur Nusa Tenggra Timur Nomor 91/KEP/HK/2019  tentang
Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  pada
Lingkungan  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa
Tenggara Timur;                           

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana
dimaksud  dalam DIKTUM Pertama  keputusan ini  adalah sebagai  tercantum
dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai
berikut:
a. Mengklasifiksi Informasi terdiri dari:

- Infomasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala
- Informasi yang wajib di umumkan dan serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- Informasi yang dikecualikan

b. Mengkoordinasikan  dan  Mengkonsolidasikan  pengumpulan  bahan
informasi dan dokumentasi

c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik
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d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya
e. Melakukan  pemutahiran  informasi  dan  dokumentasi  yang  ada  di

lingkungannya
f. Menyediakan  informasi  dan  dokumentasi  yang  dapat  diakses  oleh

masyarakat
g. Melakukan  laporan  tentang  informasi  dilingkungannya  kepada  PPID

Utama

KEEMPAT

KELIMA

:

:

Dalam melaksanan tugasnya,  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi
Pembantu  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  Pertama  keputusan  ini
bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Segala  biaya  yang  dikeluarkan  sebagai  akibat  ditetapkannya  Keputusan  ini
dibebankan  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

                                                                         
                     Ditetapkan di  : Kupang
                     Pada Tanggal  :  1 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang(sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran     I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : KTKT.188.48/ 15 /Sek.Kepum/I/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA Jabatan
KEDUDUKAN DALAM

TIM

1 Sylvia  R.  Peku  Djawang,  SP,
MM
NIP. 19680512 199503 2 003

Kepala Dinas Atasan  PPID  Pembantu  Dinas
Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
Transmigarasi  Provinsi  Nusa
Tenggara Timur

2 Johanis Mau, S.Sos, MM
NIP. 1960323199503 1 004

Sekretaris PPID  Pembantu  Dinas  Koperasi,
Tenaga  Kerja  dan  Transmigarasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3 Ir. I Wayan Suburatha
NIP. 19660725 198903 1 010

Kepala Bidang
Ketransmigrasian

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

4 Thomas Suban Hoda, ST
NIP. 19700514 200012 1 006

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5 Drs. Ady Edezon Mandala, M.Si
NIP. 19700123 199009 1 002

Kepala Bidang
Pemberdayaan
Koperasi dan

UKM

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

6 Filipe Lelo Bere, SE, MM
NIP. 19730112 199510 1 002

Kepala Bidang
Kelembagaan

dan Pengawasan
Koperasi

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

7 Charles B. M. Foeh, SE, M.Si
NIP. 19711107 199803 1 009

Kepala UPTD
Latihan Kerja

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

8 Rosa Da Lima Djogo,  SE
NIP. 19700506 199811 2 001

Kasubag
Kepegawaian dan

Umum

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

9 Ternonce Maria Patty, SE
NIP. 19651219 198903 2 008

Perencana Ahli
Muda

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

10 John J. Laimeheriwa, S.ST
NIP. 19670327 198903 1 010

Kasubag
Keuangan

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

11
Jhon Fritz Lakinau, SE,MM
NIP.19820323 200012 1 005

Kasubag Tata
Usaha  UPTD LK

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
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Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

12
I Komang Hari Suwarna, S.AB
NIP.19750509 200701 1 012

Analis Kawasan
Transmigrasi

Pengumpul,Pengklasifikasi, Pengelola
dan  Penyajian  Data  dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

13 Doris Alexander Leky, S.Kom
NIP.19881206 201903 1 006

Pranata
Komputer

Ahli Pertama

Pengumpul,  Pengklasifikasi,
Pengelola  dan  Penyajian  Data  dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

12 Marnon Y. Chrisma Mage, 
S.Kom
NIP.19940310 202012 2 012

Penelaah
Pengembangan

Usaha

Pengumpul,  Pengklasifikasi,
Pengelola  dan  Penyajian  Data  dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

13 Wayan Setiawan S.Kom
NIP.19880126 202202 1 002

Pranata
Komputer

Ahli Pertama

Pengumpul,  Pengklasifikasi,
Pengelola  dan  Penyajian  Data  dan
Dokumentasi Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja  dan  Transmigarasi  Provinsi
Nusa Tenggara Timur

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
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